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P U T U S A N 

Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sel 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA SELONG 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam 

sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara: 

PEMOHON, NIK 5203132009900002, tempat/tanggal lahir Suralaga, 20 

September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, 

pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK 

TIMUR, sebagai Pemohon; 

melawan 

Miphatun Hasanah binti H. Abdullah (Alm), umur 30 tahun, agama Islam, 

Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal 

di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 April 2024 

telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 23 

April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang 

menikah pada tanggal 19 Mei 2016 bertempat di KABUPATEN LOMBOK 

TIMUR, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/33/V/2016 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx 

xxxxxx xxxxx, tertanggal 19 Mei 2016;  

Disclaimer
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2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah 

kediaman orang tua Pemohon di KABUPATEN LOMBOK TIMUR selama 3 

bulan kemudian berpindah tempat tinggal terrakhir dirumah kontrakan yaitu 

di  KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan telah hidup rukun sebagaimana 

layaknya suami istri dan dikaruniai  seorang keturunan bernama: Nazwa 

Izzati Imani, perempuan, tempat/tanggal lahir: lauk Kul-kul, 09 Maret 2017, 

pendidikan belum sekolah (ikut Termohon);  

3. Bahwa sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang disebabkan: 

• Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;   

• Termohon tidak jujur dalam hal keuangan kepada Pemohon dan 

Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;   

• Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon sehingga Pemohon 

merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon;   

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya 

pada bulan November 2023 dan akibatnya Pemohon menyerahkan 

Termohon kepada keluarga Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon 

dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;  

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar 

Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi 

tidak berhasil;  

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing 

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka 

perceraian merupakan jalan terakhir bagi  Pemohon untuk menyelesaikan 

permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;  

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk 

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar 

pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun 
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dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk 

menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;  

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksan perkara ini Pemohon bersedia 

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini 

 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

PRIMAIR  

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon 

2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i 

Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;  

3. Membebankan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut 

Hukum;  

SUBSIDAIR  

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang 

Seadil-adilnya. 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap 

ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

menurut relaas Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 24 April 2024 dan 30 

April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa 

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil 

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan 

Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap 

dipertahankan oleh Pemohon; 

Disclaimer
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A.  Surat: 

1. Surat keterangan Domisili Nomor 432/SLG/IV/2024 tanggal 23 April 

2024 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh 

Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1); 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Suralaga xxxxxxxxx xxxxxx 

xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 185/33/V/2016 Tanggal 19 

Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, 

kemudian diberi kode bukti (P.2);  

B.  Saksi: 

1.  SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, 

bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah 

sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan 

dengan Pemohon sebagai Misan Pemohon;   

− Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami 

isteri; 

− Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon 

tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR; 

− Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah 

dikaruniai seorang anak, bernama Nazwa Izzati Imani; 

− Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang 

ini sudah berpisah rumah; 

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perpisahan 

Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering kali 

behutang tanpa sepengetahuan Pemohon; 

-  Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah 

berpisah rumah sejak Oktober 2023 sampai dengan sekarang dan 

sudah tidak bersatu lagi;   

Disclaimer
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- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan 

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan 

Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarganya pada 

bulan November 2023; 

-  Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun 

Kembali; 

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan 

Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada 

harapan dapat bersatu lagi;  

2.  Satria Wijaya Kusuma bin Sadarudin, umur 26 tahun, agama Islam, 

pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK 

TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya 

sebagai berikut: 

− Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki 

hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Pemohon;   

− Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami 

isteri yang sah; 

− Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon 

tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR; 

− Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon 

telah dikaruniai seorang anak, bernama Nazwa Izzati Imani; 

− Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak lagi harmonis, yang mengakibatkan antara Pemohon 

dan Termohon sudah berpisah sejak sekitar 8 bulan sampai 

dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan 

Termohon tidak pernah bersatu lagi;   

− Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan 

Termohon disebabkan karena Termohon sering behutang tanpa 

sepengetahuan Pemohon;  

− Bahwa saksi mengetahui hutang yang dimiliki Termohon hingga 

ppuluhan juta; 

Disclaimer
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− Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan 

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

− Bahwa Termohon sudah diserahkan kepada keluarganya oleh 

Pemohon pada bulan November 2023;  

− Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan 

Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada 

harapan dapat bersatu lagi;  

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya 

tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan 

Pemohon;  

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara 

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan 

tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan 

tersebut harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai Pasal 149 RB.g; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha 

semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina 

Disclaimer
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rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh 

karena itu perkara ini harus segera diputuskan;   

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang 

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai 

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini 

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RB.g. yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani 

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang telah 

memenuhi syarat prosedural pembuktian, telah bermeterai cukup, 

bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan 

mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Pemohon, sehingga sejalan 

dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal 

dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa 

identitas Pemohon benar sesuai permohonan; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai 

cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan 

mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga 

sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat 

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah 

terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam 

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 19 Mei 2016;  

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat 
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sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio 

memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak 

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan 

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami 

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon;    

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat 

Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan 

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal alat 

bukti saksi; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan 

Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan 

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan 

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan yang diajukan 

Pemohon telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut: 

− Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah; 

− Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di 

KABUPATEN LOMBOK TIMUR; 

− Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan 

harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nazwa Izzati Imani; 

− Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon 
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disebabkan karena Termohon sering kali behutang tanpa sepengetahuan 

Pemohon; 

− Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 

bulan lamanya bahkan Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada 

orang tuanya; 

− Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha didamaikan oleh keluarga 

namun tidak berhasil; 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan baik 

melalui pembuktian Pemohon dapat ditemukan pokok-pokok fakta hukum 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 

19 Mei 2016; 

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis 

dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nazwa Izzati Imani; 

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 

kurang lebih 8 bulan lamanya; 

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah usaha didamaikan oleh keluarga agar 

berkumpul kembali namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi 

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dimana telah terjadi perselisihan dan 

pertengkarang yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah 

berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan lamanya, dan 

tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling 

mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan 

Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat 

diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga 

yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, 

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat 
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menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah 

rumah tangga diadakan; 

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk 

memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat 

kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di 

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja 

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, akan tetapi justru hanya akan 

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena 

itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut; 

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan 

fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan pecah 

(broken marriage), dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun 

kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana 

sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 

K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa: “cekcok, hidup 

berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak 

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan 

fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang‐undang Nomor 

1 Tahun 1974” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 

tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017); 

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti pula 

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk 

didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan 

dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 

K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami istri yang 

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, 

maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah 

memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” (vide 

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan 

Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017); 
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Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar pada Rumusan Kamar 

Agama angka 1 yang menjelaskan: "Perkara perceraian dengan alasan 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti 

suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah 

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta 

hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Maka dengan melihat 

fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah selama 8 

bulan lamanya, kiranya ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut 

telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka 

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi 

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan 

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka 

permohonan Pemohon patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, 

maka amar putusan dalam perkara ini, memberi izin kepada Pemohon untuk 

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan 

Agama Selong sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 
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MENGADILI: 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;   

3. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 

satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan 

Agama Selong;   

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 6 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. 

sebagai Ketua Majelis, Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Anwar, 

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya 

Termohon 

Ketua Majelis 

 

 

 

Joko Tri Raharjo, S.H. 

Hakim Anggota 

 

 

Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. 

Hakim Anggota 

 

 

Fauzi Prihastama, S.Sy. 

Panitera Pengganti 

 

 

M. Anwar, S.H. 
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Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00 

2. Proses  : Rp. 75.000,00 

3. Panggilan  : Rp. 300.000,00 

4. PNBP Panggilan : Rp. 20000,00 

5. Redaksi  : Rp. 10.000,00 

6. Meterai  : Rp. 10.000,00 

Jumlah  Rp. 445.000,00  

     (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). 
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